”'//hl’
L™

& = Hakikat Hukum dan Moral:
Tenunan Keadilan Substantif

| D Integrasi Nilai Kearifan Lokal dalam Penyelesaian
Sengketa Hubungan Industrial di Indonesia

.\\ .

Y

-

Dr. Asri Wijayanti, S.H., MH. B
Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur %

Pertemuan ke 5 MK: Filsatat Hukum §

' ‘7
“

\ ‘.

https://asriwrites.com




Capaian Pembelajaran

Pembuatan presentasi ini

. Memahami hakekat hukum dan moral

. Membedakan makana hukum dan moral |

. Menganalisis hukum dan moral

https://asriwrites.com




GCEIIE]
Substantif
Pekerja

Gelombang PHK Eksekusi Mandek Ketimpangan Posisi
64.855 pekerja mengalami Pemutusan Kasus PT. Elteha International—Gugatan Pekerja sering kali menyerah pada
Hubungan Kerja (PHK) sepanjang | ‘Rp 102,5 Juta atas tunggakan upah tawaran damai yang tidak adil (diskon
tahun 2023, menciptakan dimenangkan, namun eksekusi putusan hak) karena tidak mampu menanggung
ketidakstabilan sosial-ekonomi yang Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) proses litigasi yang panjang dan
masif. sering kali terhambat akibat birokrasi berbelit.
dan ketiadaan aset.

Sistem peradilan yang kaku menjadikan keadilan sebuah absurditas bagi pihak yang lex=a>
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Akar FI|OSOfIS Jebakan Posmwsme Legal Formal

7

- 7 Dimensi Moralltas

N\
Positivisme Legal-Formal » Hukum tanpa moralitas
| v 8 ~ e Hukum dipahami sekadar sebagai kehilangan legitimasi; ia
LA A o N teks normatif dan prosedur berubah menjadi sekadar
& P\ mekanis. kekerasan yang
e \ » Hakim terjebak sebagai Corong terorganisir oleh negara.
-~ Undang-Undang (Pendekatan  Keadilan sejati
) i Tekstual). mendistribusikan hak
g M — e Mengabaikan konteks sosial dan secara proporsional, bukan
penderitaan manusia. melegalkan kepentingan
— kelompok penguasa

\ "Hukum sejatinya berfungsi menjaga keharmomsan sosml Ia harus berpuak
pada nilai kemanusiaan agar tidak menjadi sistem regulasi yang kaku.”




Dialektika Resiprokal: Hukum dan Moralitas

Fun95| Moral
terhadap Hukum

Fungsi Hukum
terhadap Moral < N

\

@\

Hukum v V/IN Moralitas adalah
mentransformasikan ) /P "Q | sumber etika (nilai)
kaidah moral ~ » " ’Aé bagi pembentukan

individual menjadi hukum positif. |a

kaidah sosial yang Keadilan | | menjadi
mengikat. la - instrumen evaluatif

menyediakan sarana Substantif evaluatif untuk
(sanksi) untuk \ \ | menilai apakah

menegakkan prinsip N \ b ' substansi hukum

moral dalam tatanan itu benar atau tiran.

sosial. ) S W £

Hukum membutuhkan moral untuk legitimasi; moral membutuhkan hukum untuk
penegakan sosial. Keduanya tidak dapat dipisahkan dalam penyelesaian sengketa indus#-ial
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Ketimpangan dalam Segitiga Keadilan Radbruch
N,

Kepastian Hukum

(Sangat Dominan) < N

PHI saat ini terlalu
memprioritaskan
legalitas formal dan
prosedur hukum
acara perdata yang
kaku.

o

Kepastian

Keadilan

« Kemanfaatan |,

g

Kemanfaatan
(Terabaikan)

Eksekusi putusan
mandek karena
ketiadaan anggaran
negara,
menghilangkan nilai
ekonomi dan
CINERIEEIED
putusan bagi
pekerja.

Keadilan (Tepinggirkan): Nilai keadilan sering dikorbankan demi kepastian teks
undang-undang, menghasilkan fenomena tumpul ke atas, tajam ke bawah.  ____




Kearifan Lokal: Jembatan Menuju Keadilan Substantlf W&

22

Kearifan lokal bukan sekadar tradisi usang,
melainkan living law (hukum yang hidup)
yang mengutamakan pemulihan harmoni

sosial melalui musyawarah mufakat.

Keadnan 2\

Pendekatan
Komunal Restoratif Progresif .
Menyelesaikan konflik Fokus pada pemulihan Mencegah sengketa
tidak secara hubungan baik antara berlarut-larut dengan A

individual-konfrontatif,

tetapi melihat dampak
pada harmoni

komunitas.

pemberi kerja dan
pekerja (win-win),

pendekatan dari hati ke
hati, menekan biaya,
bukan sekadar ganti rugi

X fmansnal (win- Iose)

dan menghindari
' pengadilan formal

\ Hé)’ieblsa mungkuy
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b »@ <\ Kepulauan Riau
T (Adat Bersendikan Syara’)

Adat Melayu yang bersendikan ajaran Islam.
Mengutamakan adab, sopan santun, dan

penyelesaian sengketa melalui tokoh musyawarah
kampung sebelum ke ranah hukum negara.

Filosofi Saling (Saleng pediq, saling
menghargai). Membangun budaya rasa malu
(ilaq) jika mengeksploitasi pekerja, mencegah
sengketa sejak dini melalui harmoni sosial.

Sumatera Barat (Nagari)
Kesatuan masyarakat hukum adat yang

otonom. Menyelesaikan sengketa internal
melalui mufakat komunal (Ninik Mamak),

] MI‘(’ Jy;/'? s
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menjaga keseimbangan antara hak individu N W i/
dan kewajiban sosial. : : o _dies o 4, ;
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https://youtu.be/tacVi5Z0y8c?si=2OsETu6ap0cbmUi
https://youtu.be/tacVi5Z0y8c?si=2OsETu6ap0cbmUi
https://youtube.com/shorts/MEqU_SMRRkY?si=hImZ7GbR40DcRZMe
https://youtube.com/shorts/MEqU_SMRRkY?si=hImZ7GbR40DcRZMe
https://youtube.com/shorts/MEqU_SMRRkY?si=hImZ7GbR40DcRZMe
https://www.youtube.com/watch?v=wPiy-mF7QXs
https://www.youtube.com/watch?v=wPiy-mF7QXs
https://www.youtube.com/watch?v=wPiy-mF7QXs
https://www.youtube.com/watch?v=wPiy-mF7QXs
https://youtu.be/khMkOxJWYOk?si=OAKI3YzJQpCdxIu4
https://youtu.be/khMkOxJWYOk?si=OAKI3YzJQpCdxIu4
https://youtu.be/khMkOxJWYOk?si=OAKI3YzJQpCdxIu4
https://youtube.com/shorts/SXc91FZbxMc?si=6-CfCxyAwmJn9vV1
https://youtube.com/shorts/SXc91FZbxMc?si=6-CfCxyAwmJn9vV1
https://youtube.com/shorts/SXc91FZbxMc?si=6-CfCxyAwmJn9vV1
https://youtube.com/shorts/SXc91FZbxMc?si=6-CfCxyAwmJn9vV1
https://youtube.com/shorts/SXc91FZbxMc?si=6-CfCxyAwmJn9vV1
https://youtube.com/shorts/SXc91FZbxMc?si=6-CfCxyAwmJn9vV1

Dimensi Etis Fundamental: Perspektif Magashid Syariah ksl
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g Kesejahteraan & "\ ==
Keadilan Industrial JZ¥0NES—~
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(Perlindungan Jiwa)

» Pekerjaan tidak boleh
mengorbankan nyawa, :
kesehatan, atau kesejahteraan
mental pekerja.

* PHK sepihak bukan sekadar
masalah perdata, melainkan
ancaman terhadap keberlangsungan

§\rlidup pekerja dan keluarganya/.fg"
&G vy 2/ A

P HizalMal
(Perlindungan Harta)

* Hak fundamental pekerja untuk
mendapatkan dan mempertahankan
' " | harta (upah/pesangon) yang
diperoleh secara sah.
» Keterlambatan atau pemotongan
upah sepihak adalah pelanggaran
langsung terhadap martabat dan

| Bp\rinsip keadiian (‘adl).

»
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Matriks Paradigma: Formalitas Hukum vs Keadilan Substantif

Positivisme Formal

Fokus Utama

Prosedur & Teks Undang-Undang

Pemulihan Hak & Harmoni Sosial
w

Pendekatan Berbasis Nilai /
Kearifan Lokal

Musyawarah, Mediasi, Sulh (Win-Win)

AR

e

Subjek manusiawi dengan
martabat & hak asasi

®

Kesepakatan substantif,
kepatuhan sukarela

&K
Sifat e e 1A
Penyelesaian Litigasl, Konfrorltatlf (Win-Lose)
Pandangan Faktor proauksi dalam
thd Pekerja kontrak perdata
o
Hasil Akhir Putusan di atas kertas,
(Outcome) eksekusi mandek
e
. Mabhal, berlarut-larut,
L melelahkan

Efisien, cep“at‘, berbasis
keakraban (Jalepo)
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Hrmeneutika Hukum: Hakim sebagai Penafsir Konteks Moral

Melampaui Teks

Tafsir hukum tidak boleh kaku. Penegak hukum
harus menggunakan Hermeneutika Hukum—
memahami teks dengan mempertimbangkan
konteks sosial, budaya, dan sejarah.

Preseden Keadilan

Menerapkan aturan secara buta tanpa melihat
latar belakang kemiskinan atau motif mencederali
keadilan substantif (misal: Kasus Nenek Minah).

Diskresi Etis

Hakim Ad-Hoc di PHI memiliki kebebasan moral
untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup
dalam masyarakat (Pasal 5 UU Kekuasaan
Kehakiman), memastikan putusan berorientasi
pada kemanusiaan.

P
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Layer 3: Puncak Piramida
(Pengadilan Hubungan Industrial - PHI)
Berfungsi murni sebagai Ultimum Remedium (obat

terakhir). Hakim menerapkan Hermeneutika Hukum
progresif, bukan sekadar perdata formal.

Layer 2: Filter Sekunder
(Mediasi Negara/Disnaker)

Intervensi pemerintah sebagai mediator
netral jika bipartit gagal. Fokus pada

Maslahah (kemanfaatan publik) untuk
menghindari PHK sepihak.

Layer 1: Fondasi Primer
(LKS Bipartit & Lembaga Adat)

Mediasi Berbasis Kearifan Lokal.
Menggunakan jejaring relasi sosial
(Jalepo) dan tokoh adat/agama untuk
mencapai Sulh (perdamaian). Resolusi
tercepat dan termurah.

https://asriwrites.com




Integrasi Kontraktual
(Kultural)

Mendorong klausula penyelesaian
sengketa berbasis adat/kearifan lokal
(seperti 10 Saleng) secara eksplisit ke
dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
perusahaan.

N
.
R
Voo N
N

Penguatan Etis Peradilan

LETEHIED)

Pelatihan filosofis dan etis wajib bagi
Hakim Ad-Hoc PHI agar memiliki kepekaan
tanggung jawab sosial, bukan sekadar
kompetensi teknis administratif.

Reformasi Eksekusi PHI (Struktural)

Merevisi UU PPHI. Negara mengalokasikan
anggaran khusus biaya eksekusi dan menerapkan
sanksi tegas bagi perusahaan yang
membangkang terhadap putusan inkracht.

— -

https://asriwrites.com




»

Kesimpulan: Merajut Keadilan
yang Memanusiakan

Keadilan substantif dalam hubungan industrial tidak dapat diraih hanya
melalui ketajaman pedang hukum positif. la baru akan terwujud ketika
struktur kaku hukum negara (Pakan/Warp) ditenun erat dengan benang-
benang hangat moralitas dan kearifan lokal (Lungsi/Weft).

Integrasi ini bukan sekadar alternatif, melainkan keharusan filosofis untuk
menciptakan ekosistem ketenagakerjaan Indonesia yang adil, harmonis, dan
bermartabat.
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INTEGRASI MORAL & KEARIFAN LOKAL:
MENUJU KEADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL DI INDONESIA

Sengketa hubungan industrial di Indonesia seringkali terjebak pada legalitas formal yang
kaku, menyebabkan keterlambatan eksekusi hak pekerja. Infografis ini menelaah bagaimana
nilai moral (termasuk perspektif Islam) dan kearifan lokal nusantara dapat menjadi fondasi
hukum yang lebih responsif dan berkeadilan substantif.

HAKIKAT HUKUM, MORAL, DAN KEADILAN

HUKUM BUKAN
SEKADAR TEKS NORMATIF

Hukum harus berpijak pada moral dan etika
agar tidak menjadi instrumen kekuasaan
yang kaku.

KEADILAN SUBSTANTIF  Kepastian
VS. KEPASTIAN FORMAL

Keadilan sejati melampaui aturan tertulis
dengan mempertimbangkan konteks sosial
dan perlindungan kelompok lemah.

PANCASILA SEBAGAI

( @ FONDASI ETIS
Nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan
I ! merupakan landasan moral universal

dalam pembentukan hukum nasional yang
bermartabat.
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INTEGRASI NILAI STRATEGIS & KEARIFAN LOKAL

PARADIGMA MASLAHAH
& MAQASID AL-SHARIA

Pendekatan Islam menekankan perlindungan
harta (hak upah) dan jiwa (kesejahteraan)
sebagai prioritas utama hukum.

MUSYAWARAH: JIWA
RESOLUSI SENGKETA
NUSANTARA

Nilai lokal seperti Musyawarah Mufakat
mengedepankan perdamaian berbasis
kekeluargaan dibandingkan litigasi
yang berlarut-larut.

w*

TRANSFORMASI
MENUJU
“LIVING LAW”

Mengadopsi kearifan lokal (seperti nilai
10 Salang atau Adat bersendikan
Syara) untuk memperkuat kepatuhan
sukarela.
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